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BAB I 

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN   

A. PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA  

Lahirnya ketentuan dalam Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang 

menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, 

pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa 

Negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum 

peguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah 

pendidikan Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan 

mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, pendidikan Pancasila diharapkan 

menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas 

mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing. Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan 

pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus 

berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus terus 

mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan 

mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.  

Mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi: bersyukur atas karunia kemerdekaan dan 

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia; menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya 

pendidikan Pancasila; menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila sebagai komponen 

mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana; menalar dan menyusun argumentasi 

pentingnya pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum dalam sistem 

pendidikan di Indonesia. Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon pemegang 

tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan, yaitu agar tidak 

terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif.  

Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studinya masing-

masing. Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Hal ini 

berarti mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

student centered learning, untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa 

sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan 

program studinya masing-masing, serta dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah 

penuntun (guiding principle) sehingga menjadi warga negara yang baik (good citizenship).  

  



B. PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA INDONESIA  

Pancasila merupakan dasar resmi Negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini 

terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante 

yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia 

merdeka. Pada awal era reformasi 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku 

lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru 

sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P-4 yang sarat dengan nuansa doktrin yang 

memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu.  

1. Periode Pengusulan Pancasila  

Benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpoenan Indonesia yang 

sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpoenan Indonesia menghimbau agar 

segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian, disusul 

lahirnya Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi 

bangsa Indonesia.  

Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang 

dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh Pemerintah 

Pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh 

dr. Rajiman Wedyodiningrat yang didampingi oleh dua orang Ketua Muda (Wakil Ketua), yaitu 

Raden Panji Suroso dan Ichibangase (orang Jepang). BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi 

Harada, panglima tentara ke-16 Jepang di Jakarta, pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 

Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara.  

Ir. Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Ir. Soekarno menyampaikan lima 

butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut: a. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia,  

b. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan,  

c. Mufakat atau Demokrasi,  

d. Kesejahteraan Sosial,  

e. Ketuhanan yang berkebudayaan.  

2. Periode Perumusan Pancasila  

Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 - 16 Juli 1945 adalah 

disetujuinya naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang kemudian dikenal dengan nama 

Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia.  

Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut:  

(1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.  

(2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.  

(3) Persatuan Indonesia  

(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.  



(5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang dijuluki “Piagam Jakarta” ini di kemudian hari 

dijadikan “Pembukaan” UUD 1945, dengan sejumlah perubahan di sana-sini.  

3. Periode Pengesahan Pancasila  

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk 

menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa 

yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu 

dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 

orang lagi, dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka 

adalah Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa 

Koesoema Soemantri, dan Ahmad Subarjo.  

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan 

bernegara, seperti: Dasar Negara, Undang-Undang Dasar, Pemimpin negara, dan perangkat 

pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut:  

(1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD ‘45) yang terdiri atas Pembukaan dan 

Batang Tubuh. Naskah Pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah 

perubahan. Batang Tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan 

pula.  

(2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama (Soekarno dan Hatta).  

(3) Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokohtokoh 

masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. 

Kasman Singodimejo.  

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:  

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.  

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.  

3. Persatuan Indonesia.  

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.  

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

  

C. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  

Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta 

bagaimana jalan/cara mewujudkan tujuan Negara tersebut, akan ditentukan oleh dasar negara yang 

dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk 

negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa 

yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara.  



Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Inti esensi 

nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan 

Keadilan sosial.  

Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia, antara lain: Negara  

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 UUD Negara Republik 

Indonesia 1945). Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila tepatnya sila ketiga dengan 

bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan. Lebih lanjut, pasal 

tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk Negara republik. Konsep negara republik 

sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis.  

Demikian pula dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, “kedaulatan berada 

di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal tersebut menegaskan 

bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional.  

  

D. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA  

Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; 

dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis, artinya ilmu tentang ide-ide (the science 

of ideas), atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan 

yang merupakan satu program sosial politik.  

Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia juga 

menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma 

masyarakat umum. Tantangan itu meliputi, antara lain terorisme dan narkoba. Sebagaimana yang 

telah diinformasikan oleh berbagai media masa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman 

terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Beberapa unsur ancaman 

yang ditimbulkan oleh aksi terorisme, antara lain:  

a. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara 

dan masyarakat pada umumnya.  

b. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga 

mengancam disintegrasi bangsa.  

c. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan 

wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan 

perekonomian negara. Berikut ini gambar yang mencerminkan tentang terorisme.  

Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai 

berikut:  

a. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka 

sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia.  

b. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia 

sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.  



c. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara 

Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

  

E. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT  

Beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi: (1). sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya 

berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan 

di dalamnya. Pancasila sebagai system filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, 

meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan 

tersendiri; (2). sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala 

yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu 

pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia; (3). sistem 

filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti 

mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai 

sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri 

sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (4). sistem 

filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi 

titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pangkal tolak pemikiran 

tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari 

tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya 

melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI.  

Pancasila disebut sebagai Philosophische Grondslag (dasar filsafat Negara) dan Weltanschauung 

(pandangan hidup). Pancasila sebagai dasar filsafat negara (Philosophische Grondslag) nilainilai 

filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang 

berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan 

harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Undang- 

Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 3 ayat (a) berbunyi, ”Mewujudkan dan 

memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi 

nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan”. 

Undang-undang tersebut memuat sila pertama dan sila kedua yang mendasari semangat 

pelaksanaan untuk menolak segala bentuk pornografi yang tidak sesuai dengan nlainilai agama 

dan martabat kemanusiaan. Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu 

merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang 

kemudian disepakati sebagai dasar filsafat Negara (Philosophische Grondslag).  

Sastrapratedja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filsofis Pancasila 

sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. Pertama, agar dapat diberikan 

pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai 

prinsipprinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional 

dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog 

dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat 

menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan 



bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap 

permasalahan nasional.  

  

F. PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA  

Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga 

merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada 

setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika, 

dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga 

 memiliki  kemampuan  menampilkan  sikap  spiritualitas  dalam  kehidupan 

bermasycarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota 

masyarakat ilmiah-akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar 

dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Sebab keputusan ilmiah 

yang diambil tanpa pertimbangan moralitas, dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri 

sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa nilai.  

Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam 

tindakan konkrit, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila 

perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan 

pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral-akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat 

mengembangkan karakter yang Pancasilais melalui berbagai sikap yang positif, seperti jujur, 

disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lainnya.   

Mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasila juga harus terlibat dan berkontribusi 

langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab 

warga negara. Tanggung jawab yang penting berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan 

menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.  

Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur 

perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam 

etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan 

keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek 

kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang 

mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. 

Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, 

yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan 

mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan (mitsein), cinta tanah air. Sila kerakyatan 

mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang 

lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau 

peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain.  



G. PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI PENGEMBANGAN ILMU  

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa 

Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah.  

Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacupada beberapa jenis 

pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dikembangkan 

di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 

Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai- nilai 

Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai 

Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu 

mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. 

Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideology bangsa 

Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indegenisasi ilmu (mempribumian ilmu).  

Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai 

berikut. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini 

seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang 

kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia 

tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 

Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam 

titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena 

itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. 

Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara Barat dengan politik global ikut 

mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong 

royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang 

jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-

nilai kepribadian bangsa Indonesia.  

 

 

 

 

 

 



BAB II 

A. PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN   

Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. 

Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan 

kewarganegaraan di mana pun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik 

(good citizen).  

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat (1) huruf b yang 

menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan 

kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan 

tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah 

kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan 

adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk 

mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.  

Berdasarkan  keputusan  Dirjen  Dikti  NO  43/DIKTI/Kep/2006,  tujuan  Pendidikan  

Kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi, misi dan kompetensi sebagai berikut:   

a. Visi, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan 

pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan 

mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan 

pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang 

harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan 

bangsanya.   

b. Misi, Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa 

memantabkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar 

Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan 

bermoral.   

Oleh karena itu kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan 

profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban. Selain 

itu kompetensi yang diharapkan agar mahasiswa menjadi warganegara yang memiliki daya saing, 

berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai 

Pancasila.  

B. IDENTITAS NASIONAL   

Identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh sesorang, pribadi dan dapat pula 

kelompok. Ciri atau penanda yang dapat membedakan Anda itu dapat disebut sebagai identitas. 

Identitas umumnya berlaku pada entitas yang sifatnya personal atau pribadi. Penanda pribadi 

misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam Kartu Tanda Penduduk, 



ID Card, Surat Ijin Mengemudi, Kartu Pelajar, dan Kartu Mahasiswa. Sebagai contoh, orang 

dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian umum dikenal 

sebagai identitas diri.  

Identitas juga dapat berlaku bagi kelompok masyarakat dan organisasi dari sekelompok orang. 

Sebuah keluarga memiliki identitas yang bisa dibedakan dengan keluarga yang lain. Sebuah 

bangsa sebagai bentuk persekutuan hidup dan negara sebagai organisasi kekuasaan juga memiliki 

identitas yang berbeda dengan bangsa lain.   

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas 

nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara-bangsa lain dan dapat dibedakan dengan 

bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup Negara bangsa. 

Negara-bangsa memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa 

lain serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nasional” berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau 

berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, 

identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri-ciri atau karakeristik, perasaan atau 

keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila 

bangsa Indonesia memiliki identitas nasional maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali 

dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.  

Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat 

batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut 

dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan UUD NRI 1945. Seluruh 

rakyat Indonesia telah melaksanakan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam setiap kehidupan 

sehari-hari, kapan saja dan di mana saja, sebagai identitas nasionalnya.  

Menurut Kaelan (2002) jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah 

pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang 

memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak 

dan watak bangsa yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, 

gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan 

sebagai nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus 

identitas nasional.  

  

C. URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER 

PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA  

Suatu negara-bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi 

nasional. Integrasi nasional merupakan salah satu tolok ukur persatuan dan kesatuan bangsa. 

Istilah Integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah “national integration”. "Integration" 

berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti 

utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai 



pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. “Nation” artinya bangsa sebagai bentuk 

persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di 

bawah satu kekuasaan politik. Integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara 

warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, 

dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu.   

Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar 

elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan 

di antara unsur unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus maka disintegrasi dapat 

menimbulkan konflik atau perseturuan dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya 

kesatupaduan antar golongan, dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. 

Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa 

pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun, dalam kenyataannya yang terjadi justru 

gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalkan pertentangan fisik, perkelahian, 

tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang.   

Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari 

dimensi horizontal dan vertikal. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang 

dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi 

nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial 

biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah (kesukuan), jenis bangsa (ras), 

bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah 

kesediaan para pemimpin untuk terus menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. 

Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun kebawah, dan dekat dengan 

kelompokkelompok yang merasa dipinggirkan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi 

masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam 

kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan.  

  

D. KONSTITUSI  

Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana 

pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi 

itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula 

sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Kontitusi 

mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara atau dengan kata lain bahwa 

konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara, pembentukan suatu 

negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara, dan sebagai peraturan dasar mengenai 

pembentukan negara.  

  

Konstitusi berfungsi:   

a. membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya 

tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya;   



b. memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan tahap 

berikutnya;   

c. dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang 

dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya;   

d. menjamin hak-hak asasi warga negara.  

Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaran negara 

dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara.   

Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat 

pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. 

Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah 

Undang-Undang Dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan 

sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-

kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari pelbagai institusi pemerintah, meregulasi 

hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara 

(individu).  

Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku 

sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala 

keterbatasannya. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi 

di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh 

mahasiswa dan pemuda. Salah satu dari tuntuttan tersebut adalah agar UUD 1945 diamandemen. 

Amandemen UUD 1945 dilakukan empat kali, yakni pertama pada Sidang Umum MPR 1999, 

kedua pada Sidang Tahunan MPR 2000, ketiga pada Sidang Tahunan MPR 2001 dan keempat 

pada Sidang Tahunan MPR 2002.  

  

E. HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA   

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan 

oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat 

dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya 

dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada 

prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian 

merupakan sesuatu yang harus dilakukan (Notonagoro, 1975).  

Lahirnya hak Asasi Manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan 

hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang, menurutnya, tidak boleh dipergunakan untuk 

memanipulasi hak orang lain, demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara 

ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan 

bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak 

mengganggu dan merugikan orang lain.  

  



F. HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA 

BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945  

Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warganegara 

dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya 

mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, 

menegakkan ”rule of law”, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok 

minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. 

Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln mantan  

Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa “demokrasi adalah suatu pemerintahan dari 

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” atau “the government from the people, by the people, and 

for the people”.  

Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab 

di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi 

di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki 

sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila. Suatu Negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat 

atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, 

pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Berikut ini diketengahkan  

“Sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila” yang dipesankan oleh para pembentuk negara RI, 

sebagaimana diletakkan di dalam UUD NRI Tahun 1945.  

1. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  

Seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, 

konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa  

2. Demokrasi Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945 dengan 

Kecerdasan  

Pelaksanaan demokrasi itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa 

semata-mata, justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan 

emosional.  

3. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat  

Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang 

kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada 

wakilwakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD  

4. Demokrasi dengan Rule of Law  

a. Kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan 

kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau 

demokrasi manipulatif.  

b. Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (legal justice) bukan demokrasi yang 

terbatas pada keadilan formal dan pura-pura.  

c. Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security) bukan demokrasi yang 

membiarkan kesemrawutan atau anarki.  



d. Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (legal interest), 

seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru memopulerkan fitnah 

dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.  

5. Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan   

Demokrasi menurut UUD 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara RI yang tidak tak 

terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan 

negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi 

menurut UUD 1945 mengenal semacam division and separation of power, dengan sistem 

check and balance.  

6. Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia  

Demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja 

menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat 

dan derajat manusia seutuhnya.  

7. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka  

Demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang 

merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang 

berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka 

pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa 

dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans, dalil-dalil, 

fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya.  

8. Demokrasi dengan Otonomi Daerah  

Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan 

legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan 

Presiden. Dengan Peraturan Pemerintah daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan 

untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan 

rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepadanya  

9. Demokrasi dengan Kemakmuran  

Demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung 

jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan 

kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum.  

Demokrasi menurut UUD 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran 

oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.  

10. Demokrasi yang Berkeadilan Sosial   

Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, 

golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau 

organisasi yang menjadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus.  

 

 

 

 

 



G. DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL,  

 SERTA  KONTEKS  KONTEMPORER  PENEGAKAN  HUKUM  YANG  

BERKEADILAN  

Cicero (106 – 43 SM) pernah menyatakan “Ubi societas ibi ius”, artinya di mana ada 

masyarakat, di sana ada hukum. Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya 

dengan tujuan negara. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu 

terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin 

kesejahteraannya di samping keamanannya.  

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Artinya negara yang 

bukan didasarkan pada kekuasaan belaka melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, artinya 

semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus 

didasarkan atas hukum. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya, ada empat fungsi negara yang 

dianut oleh negara-negara di dunia:  1. melaksanakan penertiban dan keamanan;   

2. mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya;  

3. pertahanan; dan  4. menegakkan keadilan.  

Pelaksanaan fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan, fungsi Negara dalam bidang 

peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan 

dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai 

tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah 

peraturan perundang-undanganan yang mengatur tentang hal tersebut.  

Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga 

negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut hukum. Hukum mengatur hubungan 

antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau 

warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan 

pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat ialah hukum yang 

mengatur hubungan antarmanusia (individu) yang menyangkut "kepentingan pribadi" (misalnya 

masalah jual beli, sewa-menyewa, pembagian waris). Kedua, hukum publik ialah hukum yang 

mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan Negara dengan 

perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya, masalah perampokan, pencurian, 

pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya.  

  

H. DINAMIKA HISTORIS, DAN URGENSI WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI 

KONSEPSI DAN PANDANGAN KOLEKTIF KEBANGSAAN INDONESIA DALAM 

KONTEKS PERGAULAN DUNIA  

Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat 

hidup bangsa yang bersangkutan. Secara etimologi, kata Wawasan Nusantara berasal dari dua kata 

wawasan dan nusantara. Wawasan dari kata wawas (bahasa Jawa) yang artinya pandangan. 

Sementara kata “nusantara” merupakan gabungan kata nusa yang artinya pulau dan antara.   



Kata ”nusa” dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa 

Latin, kata ”nusa” berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa.  

Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata ”nusa” juga mempunyai kesamaan arti dengan kata 

nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata ”nusa” 

dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa.   

Kata kedua yaitu ”antara” memiliki padanan dalam bahasa Latin, in dan terra yang berarti 

antara atau dalam suatu kelompok. ”Antara” juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter 

dalam bahasa Inggris yang berarti antar (antara) dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, 

kata ”antara” dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata ”antara” 

mempunyai makna antar (antara), relasi, seberang, atau laut.   

Dari penjabaran di atas, penggabungan kata ”nusa” dan ”antara” menjadi kata ”nusantara” 

dapat diartikan sebagai kepulauan yang diantara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh 

laut. Ada pendapat lain yang menyatakan nusa berarti pulau, dan antara berarti diapit atau berada 

di tengah-tengah. Nusantara berarti gugusan pulau yang diapit atau berada ditengah-tengah antara 

dua benua dan dua samudra. Kata nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah 

Palapa dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapatih 

di Kerajaan Majapahit tahun 1336 M.   

Wawasan nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna 

memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah 

dan persatuan bangsa akan terus menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan 

pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan 

perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan 

wilayah dilakukan dengan pendudukan militer maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya 

perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya 

perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya.  

  

I. URGENSI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA 

BAGI  INDONESIA  DALAM MEMBANGUN KOMITMEN KOLEKTIF 

KEBANGSAAN  

Sejak konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia 

(Lemhanas RI) pada sekitar tahun 1960-an, terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi 

ketahanan nasional sampai sekarang ini. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata “tahan” 

yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan 

memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang 

ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata “nasional” berasal dari kata nation 

yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu 

bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung 

kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu 



melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi 

ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama Ketahanan Nasional.   

Konsep ketahanan nasional sifatnya berlapis, artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang 

kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada 

lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional (ketahanan nasional) 

bermula dari adanya ketahanan diri/individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan 

wilayah, ketahanan regional lalu berpuncak pada ketahanan nasional (Basrie, 2002).  

Ketahanan nasional diwujudkan dengan upaya bela Negara. Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 

UUD NRI 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan 

kewajiban setiap negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warganegara berhak dan 

wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui 

lembagalembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku 

termasuk pula aktifitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap 

usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dalam 

UndangUndang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa 

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam 

penyelenggaraan pertahanan negara”.  

Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya 

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain 

sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang 

dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian 

kepada negara dan bangsa.   

Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas yaitu secara fisik maupun nonfisik (militer 

ataupun nonmiliter). Pemahaman demikian diperlukan, oleh karena dimensi ancaman terhadap 

bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer tetapi juga ancaman yang 

sifatnya nonmiliter atau nirmiliter.  

Yang dimaksud ancaman adalah ”setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar 

negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan 

segenap bangsa”. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang 

terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, 

keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter pada hakikatnya 

adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter, yang dinilai mempunyai kemampuan 

yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap 

bangsa.  
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